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Menimbang '. a.

BI.IPATI KATINGAN

biahwa untuk memenuhi kebutuhran kayu sendiri maupun
pr3mbangunan dan fasilitas umum kelompok masyarakat
sotempat clengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh)
n'rreter kubik untuk hasil hutan kayu dan 20 (dua puluh) ton
untuk hasil hutan bukan kayu ;

bahwa untuk kelancaran dan keteftiban dalam pelaksanaan
pr:mberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu
pada hutan produksi di wilayah lt(abuPaten Katingan, perlu
diatur petunjuk pelaksanaan pemberian izin dimaksud ;

bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu me,netapkan Peraturan Bupati
Katingan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun '1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran f,,legara Republik lndonesiia Nomor 3419) ;

Undang - LJndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(L.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 167', Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 38€t8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nornor 19 Tahun 2004 tentiang Penetapan Pemerintah
Pengganti l\tas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Krehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 11004 Nomor 86, Tambahan
Lr:mbaran l.legara Republik lndones,ia Nomor 4412);
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 terrtang Komisi
P,emberantitsan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lr>mbaran t'legara Republik lndonesiia Nomor 4250);
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentuk'an Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mies, Kabupaten Pulang iPisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timr,lr di Provinsi Kalimantan
Ti3ngah (Lembaran Negara Repubrlik lndonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran lrlegara Republik lndone,sia
Nomor 418r3 ) ;

Mengingat : 1.

5. Undang Undang Nomor 1r:) Tahun 2OO4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembamn
Negara Republik lndonesia Tahun 2t104 Nomor 53, Tambahan
Lembaran I'Jlegara Republik lndonesia Nomor 4389 ) ;

b.

2.

3.

4.



6. Llndang - Undang Nomor i:Jz Tahun 2004 tentang
F'emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
T'ahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Flepublik lrrdonesia Nomor 4437) srebagaimana terlah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Irlomor 3i. Tahun 2004 tentarrg Pemerintahan Daerah
(l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 20t38 Nomor 59,
J'ambahan Lembaran Negara Rlepublik lndonesia Nomor
4844) ; t

7. Llndang-Undang Nomor 33 Tahun i2OO4 tentang Perimbangan
h.euangan l\ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(l-embaran Negara Republik lndonesia 'l'ahun 2004
Nlomor 12€i, Tambahan Lembaran ltlegara Reputrlik lndonesia
Ilomor 443i3) ; t

8. Llndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
iltlodal (Le,rnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2$07
lrlomor 67, Tambahan Lembaran litlegara Republik lndonesia
Nlomor 472,1);t

9. Llndang-Urrdang Nomor 26 Tahurt 2007 tentang Penataan
Fluang (Lembaran Negara Repuh,lik lndonesia Tahun 2007
lrlomor 68, Tambahan Lembaran ltlegara Republik lndonesia
Nlomor 472!i);/

10. Llndang-Urrdang Nomor 32 Tahun 12009 tentang Perlindungan
dan Pengr:lolaan Lingkungan l'lidup (Lembaran Negara
Flepublik lndonesia Tahun 2009 Nomor 14A, Tambahan
Lembaran lf,legara Republik lndonesia Nomor 5059) ; "

11. Llndang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
T'indak Pidana Korupsi (Lembaran ltlegara Republik lndonesia
T'ahun 2009 Nomor 155, Tamloahan Lembaran Negara
Flepublik lnrJonesia Nomor 5074) ;,,

|2.F'erafuran Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif
F,tas Jenis Penerimaan Negara Elukan Pajak yang Berlaku
pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran
hlegara Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik lrrdonesia Nramor 3767)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Jrlomor 74'ltahun 1999 (Lembaran llegara Tahun 1999 Nomor
137) sebaElaimana telah diubah dengart Peraturan Pemerintah
Irlomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas
F'eraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Elukan Pajak yang Berlaku
pada Depiartemen Kehutanan darr Perkebunan (Lembaran
illegara Republik lndonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran
lrlegara Republik lndonesia Nomor li|914) ;"

13.F'eraturan lPemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
tt4engenai Dampak Lingkungan (L.emtraran Negara Republik
lrrdonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
l'legara Republik lndonesia Nomor 3838) ;,'

14. F'eraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Fleboisasi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002
Itlomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Ilomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

F)emerintah Nomor 58 Tahun 20Ct7 ,tentang Dana Reboisasi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
J'lomor 131, Tambahan Lembaran Negara Repulclik lndonesia
I'lomor 477'A1 "'



'15. l)eraturan Pemerintah Nomor 4'4 Tahun 2004 tentang
l)erencanaran Kehutanan (Lenrbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
lrlegara Rerpublik lndonesia Nomor '4452);t

16.l)eraturan Pemerintah Nomor 4'5 Tahun 2004 tentang
I)erlindungan Hutan (Lembaran tlegara Repuhlik lndonesia
'l'ahun 2004 Nomor 147, Tanrbahan Lembaran Negara
Itepublik lndonesia Nomor 4453);"

17. I)eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
l'lutan dan Penyusunan Rencana Perngelolaan Hutan serta
[)emanfaalian Hutan (Lembaran lVegara Republik lndonesia
'[ahun 2A07 Nomor 22, Tanrbahan Lemb,aran Negara
llepublik lndonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah
rlengan Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 2008 tentang
'[ata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengellolaan Hutan
sierta Pernanfaatan Hutan (Leunbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahian Lembaran
l,legara Rerpublik lndonesia Nomor 48140);t

18. f)eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 12007 tentang
[)embagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
I)emerintalran Daerah Provinsi rian Pemerintahan Daerah
lGbupaten/Kota (Lembaran Negariir Relpublik lndonesia Tahun
1.007 Nonror 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia iNomor 4737) ; t

19. l)eraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
llencana 'l-ata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Itepublik lndonesia Tahun 2008i Nomor 48, Tambahan
l.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4833) ;'

20. l)eraturan ]Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian
lJrusan Permerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
iGbupaten Katingan (Lembaran Daerh Kabupaten Katingan
llahun 200i3 Nomor 3) ;z

21.}>eraturan Daerah Nomor 5 Tahrrn 2008 tentang Organisasi
rlan Tata il(erja Dinas Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten
lktingan l'ahun 2008 Nomor 5) ; '

22.Peraturan Menteri Kehutanan ['lomrrr P.5S/Menhut-ll/2006
tentang Pelnatausahaan Hasil Huturn yang Berasal dari Hutan
l,legara selbagaimana yang telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan
lrlomor P.45/Menhut-ll/2009 (Berita Negara Republik lndonesia
'[ahun 200!3 Nomor 216) ; /

23.l)eraturan Menteri Kehutanan [',lomrcr P.18/Menhut-ll/2009
tentang Pt':,tunjuk Teknis Tata Caril Pengenaan, Pemungutan
rlan Pemk)ayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan
[)ana Reboisasi (DR; ;"

24.Peraturan Menteri Kehutanan l,lomor P.35/Menhut-1112007
tentang H;irsil Hutan Bukan Kayu ; .,

25.I)eraturan Menteri Kehutanan llomor P.39/Menhut-ll/2008
tentang Tarta Cara Pengenaan Sernksi Administratif Terhadap
l)emegangt lzin Pemanfaatan Huttrn (Berita Negara Republik
lndonesia '[ahun 2008 Nomor 14) ;'

26.I)eraturan Menteri Kehutanan ltlomor P.7/Menhut-ll/2009
tentang F'edoman Pemenuhan l]ahan Baku Kayu Untuk
l(ebutuharr Lokal (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
12009 Nomor 21); t

27.I)eraturan Menteri Kehutanan l,lomor P.11/Menhut-ll/2009
lentang l5iistem Silvikultur dalam Areal Kerja Usaha
l)emanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita
lrlegara Rerpublik lndonesia Tahun ,2009 Nomor 24) ; t



Menetapkan ,

2S.lreraturan Menteri Kehutanan l'*lomor P.19/Menhut-ll/2009
1:entang S;trategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu

Itlasional ; z
29.|)eraturan Menteri Kehutanan lrlomor P.21lMenhut-ll/2009

l:entang Kriteria dan lndikator Penetapan Jenis Hasil Hutan
l3ukan Kayu Unggulan ; z

30.1)eraturan Menteri Kehutanan l',llomor P.38/Menhut-ll/2009
lrentang Stiendart dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
l{utan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegangl lzin atau Pada Hutan liiak (Berita Negara Republik
lndonesia 'lahun 2009 Nomor 216]; "

31,l)eraturan Menteri Kehutanan ],Jlomor P.46/Menhut-ll/2009
lentang Tata Cara Pemberian lzirr Pemungutan Hasil Hutan
lGyu atau Bukan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara
Itepublik lrrdonesia Tahun 2009 Nomor 216); "

MEMUTUSII(AN

PEFIATURAN BUPATI }(ATINGAI\X TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAU\N PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL
HU. AI'.I KAYLJ DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN
PRODUKSI DI WIISYAH KABUPA'I"EN KATINGAN PROVINSI
KAL.IMANTANI TENGAH. "

BAB I

KETENTUAN UIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. I)emerintalhan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

;>emerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
r;eluas-luasnya dalam sistem darr prinsip Negara Kesatuan
Ilepublik [ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
lJndang Dasar Negara Republik lncionesia Tahun 1945.-

2. lSupati adarlah Bupati Katingan.,
l)eraturan 13upati adalah Peraturan Bupati Katingan.'
l(epala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan
lGbupaterr Katingan. z

5. l(ehutanan adalah sistem pengun,lsan yang bersangkut paut

<lengan hutan, kawasan hutanr dan hasil hutan yang
rliselenggerrakan secara terpadu. /

6. l-lutan adurlah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan yang berisi sumber daya al;ltm hayati yang didominasi
lrcpohonani dalam persekutuan alatn lingkungannya, yang satu
tlengan lainnya tidak dapat dipisahl,tan.,

7. l'lasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil
Irutan benrpa kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK) selain tumbuhan dan satwurliar.,,

8. l{asil Huterin Kayu adalah hasil hullan berupa kayu bulat yang
l>erasal deirri pepohonan yang tumbuh se€ra alami di dalam
l<awasan hutan. "

9. llasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) arCalah hasil hutan hayati baik
lrabati rrriaupun hewani beserta produk turunan dan
l>udidayanya kecuali kayu yang beriasal dari hutan.'

J.

4.



10. ljin Pemungutan Hasil Hutan Kayur (IPHHK) adalah ijin untuk
rnelakukan pengambilan hasil hutatt kayu meliputi pemanenan,
pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka
rrvaktu dan volume tertentu padeir hutan alam dalam hutan

llroduksi. Y

11. l)erorangan (individu) orang seorang anggota masyarakat
rietempat (:yang berdomisili didaleLrm atau sekitar hutan yang
rjimohon) 'yang cakap bertindak rnenurut hukum dan warga
t'tegara lnclonesia. v

12. l(elompok Masyarakat adalah kumpulan orang-orang dalam
r;uatu wilat,ah tertentu atau badan ihukum koperetsi atau usaha
rnasyarakat setempat di wilayah Kilbupraten Katingan.'

13. l)ohon lnti adalah pohon muda jenis komersial berdiameter
rninimal 20 Cm yang akan meml::,entuk tegakan utama yang
ilkan ditebang pada rotasi tebang ltreril<utnya. /

14. l)ohon yarrg dilindungi adalah jenisr-jenis pohon atau tanaman
rlalam kalvasan hutan yang ditetiapketn sebagai pohon yang
tlilindungi. "

15. Pohon yang boleh ditebang adatrrah pohon yang ditetapkan
<Jalam izin untuk ditebang dengan cliameter 40 Cm ke atas.,

16. Pohon induk adalah pohon hasil sileksi dalam tegakan hutan
yang dipelihara untuk tujuan seLragai penghasil benih atau
l>ibit. v

17. l{utan produksi dengan tujuan khusus (HPTK) adalah areal
Irutan yangT diperuntukkan untuk lflebun tegakan bibit, kebun

Jrercobaan penelitian dan pengemhrangan, penangkaran satwa,
lrutan pentJidikan dan latihan, terda.pat bangunan atau kegiatan
lieagamaan atau religi dan budaya atau perlindungan
r;etempat. "'

18. I)encacahan/pendataan hasil hutan adalah kegiatan

;>engamatan, pengukuran dan pencatatan atas hasil hutan
yang ditebang/dipungut sesuai dengan izin yang ditetapkan.z

19. l-P adalah laporan penebangan/permungutan hasil hutan yang
r;udah disyahkan oleh Pejabat K,ehutanan yang berwenang
rlan suderh lunas kewajiban finansial kehutanan yang
<litetaPkan./

20. liurat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) adalah surat perintah
pembayaran yang ditetapkan olelr pe;iabat penagih terhadap
lrasil hutarn kayu dan bukan kayu yang dipungut dalam
kawasan hrutan pada perizinan yang syah. "

21. liurat Keterrangan Sah Kayu Bulat (SI(SKB) adalah dokumen
angkutan yang diterbitkan oleh pejabat benrvenang
rlipergunal<an dalam pengangl<utan, penguasaan atau
l<epemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut
riecara larrgsung dari areal izin yang syah pada hutan alam
negara dan telah melalui proses verifikasi legalltas, termasuk
lunas PSDH dan atau DR.,

22.'farget tebangan adalah batas jurnlah tebangan/pemungutan
lrasil hutarr (kayu dan bukan kayu ) yang diijinkan oleh pejabat
lrcrwenanl) pada waktu tertentu.u

23. l(uota tebangan adalah batas maks,imal kebutuhan kayu dalam
<laerah yang ditetapkan oleh Bupal,i.r'

24. l)emegangl lzin adalah pemilik i::in pemungutan hasil hutan
l<ayu dan bukan kayu pada hutarn produksi yang ditetaprkan
r>leh Kepailia Dinas Kehutanan Kaburpaten Katingan. "

25.-lim adalurh Tim Dinas Kehuteirnan yang ditunjuk untuk
rnelaksanarkan pemeriksaan terhacliap permohonan.'



BAB II

MAKSUD DAN TIJJUAN

Pasal 2

(1) ltlaksud pemberian lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan
Elukan Kayu adalah untuk memberlkan kepastian hukum
k,epada mersyarakat dalam pengantbilan hasil hutan kayu dan
brukan kayu pada hutan alam di hutan produksii secara sah
clengan benazaskan kelestarian hutian. .

(2)'l'ujuannya adalah untuk mernenuhi bahan Kayu bagi

Femenuhan kebutuhan sendiri, pembetngunan fasilitas umum,

F,emerintah, bencana alam dan/errtau kelompok masyarakat
setempat..'

BAB III

TATA CIARA DAN PERSYARA I]'AN PERMOI.IONAN

Bagian Kesallu I

Umum

Pasal 3

(1) F'emohon yang dapat mengajtrkan permohonan lzin
F'emungutarn Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam di Hutan
F'roduksi (IIPHHK-HA) adalah :

a. Perorangan dibuktikan keterangian dari Kepala Desa/Lurah
setemp;at. "

b. Kelompok Masyarakat Setempailz

(2) Lokasi yanlg dapat dimohon lzin Perlrungutan Hasil Hutan Kayu
F'ada HutanrAlam di Hutan Produksi (IPHHK-HA) adalah :

a. Hutan F'roduksi yang tidak dibeb;ani izin; dan/atau v

b. Tidak berada dalam kawasan lindung dan hutan produksi
dengan tujuan khusus (HPTK) ; v

(3) Lokasi yang dapat digunakan unt,uk lzin Pemungutan Hasil
Flutan Bulian Kayu Pada l'lutan Alam di Hutan Produksi
(IIPHHBK-|'IA) atau IPHHBK Dalam Hutan Tanaman (IPHHBK-
FIT) atau ll']HHBK Dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
(IIPHHBK-I{THR) pada Hutan Produksi adalah ;"
a. Hutan F'roduksi yang tidak dibehrani lzin dan ?tau ; ,
b,. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin, harus

mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang
bersangkutan ;,

c. Hutan J'anaman Hasil Rehabilitelsi ; "
(4) Siebelum Fleta RTRWP dan RTRWK disetujui dan disahkan

lokasi penrberian lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (:3) tetap berpedoman patda Peta Tata Guna Hutan
hlesepakatan (TGHK). .z



Bagian Kedua
Peml:rerian lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 4

(1) lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Hutan
Produksi (IPHHK-HA) kepada pemohon, diberikan
r;ebagaimerna dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).t

(2) Dalam pernenuhan sumber bahan baku kayu sebagaimana
climaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pendataan jumlah
kebutuhan kayu untuk kegiatan pembangunan pemerintah
rnaupun masyarakaUindividu di wileryah Kabupaten Katingan.-

(3) llasil penclataan kebutuhan bahan baku kayu sebagaimana
climaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk penetapan batas
l,luota target tebangan pertahunnya kepada pemohon.'

(4) t)enetapan batas kuota tebangan ditetapkan oleh Bupati
tprdasarkern usulan pertimbangan dari Kepala Dinas
l(ehutanan dengan memperhatiketn hasil pendataan
s;ebagaimarna dimaksud pada ayat (2). '

Bagian Ketiga
lzin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 5

(1) tlntuk penrberian lzin Pemungutanr Hiasil Hutan Bukan Kayu
prada Hutien Alam di Hutan Prr:rdul<si (IPHHBK-HA) atau
IPHHBK-H'I atau IPHHBK-HTHR kepada pemohon dilakukan
ertas keteniediaan jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada
erreal yang dimohon. "

(2) t,emberiaarn IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

clidasarkan dari potensi sebaran HHBK yang tumbuh dan
trerkembang dalam kawasan hutan serta bukan termasuk jenis
IIHBK yang dilindungi sesuai ketentuan. -

(3) t'enetapan batas kuota pengambilctn atau pemungutan HI{BK
clitetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pertirnbangan dari
l(epala Dinas Kehutanan dengan rnemperhatikan potensi dan
siebaran HIHBK sebagaimana dimal<sud pada ayat(2).,/

(4) tlatas kuota pengambilan atau pemungutan Hl-lBK
s;ebagaimeirna dimaksud pada iayat (3) sebagai dasar
6remberian lzin Pemungutan l-'lasil Hutan Bukan Kayu
(IPHHBK-Ii|A) atau IPHHBK-HT atii:tu IPHHBK -I{THR kepada
plemohon. ,'

Pasal 6

(1) t'}ermohonan lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan
lzin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
<lisampaikurn kepada Kepala Dinas Kehutanan dengan
tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan
f)rovinsi Kalimantan Tengah. I

(2) I'}ermohonian sebagaimana dimal,isud pada ayat (1) dapat
clisetujui berdasarkan kelengkapan persyaratan permohonan,

;lenetapan batas kuota penebangarn/pemungutan pertahunnya
<lan hasil Fremeriksa an tim. r

(3) I:ormat blanko permohonan sepeili terlampir dalam Lampiran 1

l)eraturan ini. v



Pasal 7

(1) Permohonan sebagaimana dinlaksud dalam Pasal 6
rlilengkapi dengan persyaratan : "
il. Rekomendasi dari Kepala Desailurah Setempat;"
ll. Fotocopy KTP atau identitas ilainnya yang diketahui dan

dilegalir;ir oleh Kepala Desa/Lutilh sietemPst ; "
Peta Lr:rkasi yang dimohon dibuat rcleh pemohon diketahui
oleh Kr:rpala Desa/Lurah serta t0anrat setempat Skala 1 :

5.000 ; "
Hasil pendataan potensi hasil hutan kayu yang akan
dipungut atau ditebang dengan luas areal yang dimohon
maksimal 2Hektar;t
Untuk izin pemungutan hasil hutan kayu, membuat
pernyaliaan sanggup melaksarinakan penanaman pohon
kembali pada lokasi izin denl;an perbandingan 1 : 10
(1 pohrcn ditebang/dipungut, 10 pohon yang ditanam
dengarrjenis yang sama), diatars Meterai Rp.6.000,- ;"
Untuk izin pemungutan hasil ht,rtan bukan kayu tidak perlu
membuat pernyataan sebagaimana huruf e ;v
Memburat daftar nama-nama peralatan manual/semi
mekaniri yang akan digunakan braik tipe rmaupun jenis
peralatian ;z

(2) Permohonian dibuat diatas Meterai Rp.6.000,-'l

BAB IV

TATI\ CARA PENILAIAN PE,RMOHONAN DAN
PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

(1)l\tas dasal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud
grada Pasal6, Kepala Dinas Kehutananr melakukan penilaian."

(2) t)enilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
termasuk pemeriksaan lapanganr yang dilaksanakan oleh
Dinas Kelnutanan dengan biaya pemeriksaan dibebankan
llepada anggaran kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten
l(atingan.,'

(3) Penilaian permohonan izin didasarkan pada kclengkapan
persyaratarr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan
rnemperhariiikan ketersediaan bahan baku kayu, potensi,

liondisi, perruntukan dan fungsi kaivasan hutan serta sebaran
Itasil hutan.,u

Pasal 9

(1) Dalam hal persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud
rlalam Pasal 4, 5 dan 7 dipenuhi Kepala Dinas Kehutanan
lnemberikiiln lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau
l3ukan Ka,r'u kepada pemohon paling lama 10 (Sepuluh) hari
r;ejak perrnohonan diterima, delngarn melampirkan Surat
l)ernyataan Kelayakan Pengelolaan Lingkungan. z

(2) Dalam hal persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud
rJalam Pas;al 4, 5 dan 7 tidak dipenuhi maka Kepala Dinas
l(ehutanart memberikan surat penolakan yang disertai dengan
alasan-alasan penolakan kepaderr petmohon dengan waktu
glaling lamra 10 (Sepuluh) hari sejak permohonan diterima. u

o.

g.



BAB V

BATASAN PEMBERIAII{ PI=RIZINAN

Pasal 10t

(1) lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Hutan

lProduksi (IPHHK-HA) untuk keperluan perorangan yang

lcerasal dari penebangan diberikan paling banyak 20 (dua

tculuh) merter kubik untuk jangka ',rvaktu selama 3 (tiga) bulan
iatau reallsasi target penebangeirn habis dan tidak diapat
rJiperpanjerng. "/

(2) lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Hutan
lProduksi (llPHHK-HA) untuk keperluan pembangunan fasilitas
rJmum yang berasal dari penebangan diberikan paling banyak
150 (lima puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama
13 (enam) bulan atau realisasi target penebangan habis dan
1:idak dapaLt diperpanj ang. /

(3) lzin Pemurrngutan Hasil Hutan Bul<an Kayu (IPHHBK) paling

banyak 20 (Dua Puluh) ton untuk setiap kepala keluarga untuk
jangka waktu selama 1 (Satu) tahun atau realisasi target habis
rian dapat diperpanjang. z

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DI\N PENGANGKUTAN
HASIL HUTI\N

Bagian Pertarma
Talla Cara Pemungutan dain prengangkutan

Hasil Hutan illayut

Pasal 11

(1) Pemungutan hasil hutan kayu pada areal izln, didasarkan
atas jenis dan jumlah volume prchon pada tanget tebangan

:rang ditetapkan. /
(2) l)emegang izin wajib melakuklln pencacahan/penandaan' rlengan nomor pada setiap pohon yang akan

rjitebang/dipungut. r

(3) l-{asil hutern kayu yang sudah rJitehrang wajib diberi tanda
rromor pada setiap batang dan pol,ongan batang sesuai
rjengan nomor pohon asal.'

(4) l{asil hutarn kayu yang sudah ditebang sebagaimana dimaksud

;rada ayiat (3), pemilik izin wajib membuat laporan

lrenebangian/pemungutan hasil hrutan kayu dengan
inencanturnkan jenis, jumlah batang dan volume sebagai
rjasar petlrgas kehutanan yang ditunjuk untuk mengesahkan
I aporan pernebangan/pemu ngutan. v

(5) Berdasarkan laporan penebangan sebagaimatna dimaksud

lrada ayat (4) pejabat penagih Provisi Sumber Daya Hutan

iPSDH), menerbitkan Surat Prirrintah Pembayaran (SPP)

paling lambat 2 (dua) hari setelah laporan

lcenebang an/pemung utan diterima. -
(6) Pemegang izin wajib melaksanerkan pembayaran terhitung

paling- larnbat 6 (enam) hari kerrja setelah {iurat Perintah

iPembayarurn (SPP) Provisi Sun"rber Daya Flutan (PSDH)

,Jiterbitkan pada Bank Persepsi. v



(7) lSukti setor yang telah dilegalisir oleh Bank tempett pembayaran
r;ebagai bukti tanda lunas Provisi Siumber Daya l'lutan (PSDH),
r;elanjutnyia sebagai salah satu bahan untuk prosies penerbitan
rlokumen pengangkutan dengan rJokumen Surat Keterangan
l3ahnya Kayu Bulat (SKSKB). /

Pasal 12

(1) Dokumen pengangkutan kayu bulat yang diperoleh dari izin
;:emungutan hasil hutan kayu prada hutan alam di hutan

tr>roduksi wajib menggunakan SI(SKB Cap 'KAYU LOKAL'
)/ang ditenbitkan oleh Pejabat Penerrbit Surat Keterangan
liahnya K;ayu Bulat (P2SKSKB) yang berkuallfikasi Penguji
lGYu Bulat."z

(2) I'enggunaran dokumen angkutan srilbagaimana dimaksud pada
ayat (1), digunakan untuk pengangkutan kayu bulat dari areal
izin ke tujuan pengangkutan atau tujuan ke lndustri Primer
tlasil Hutan Kayu di Wilayah Kabupaten Katingan. v

(3) I)roses pernerbitan dokumen SKSTiKB didasarkan pada hasil
;rcngukuran flsik hasil hutan kayu parJa lokasi izin dan hasil
;lemeriksaan fisik realisasi penanaman di lapangan sesuai
clengan kelwajiban pemegang izirr selain telah lunas Provisi
liumber Daya Hutan (PSDH) sesueri ketentuan./

(4) Perolehan blanko dokumen SKSI,(B, tata cara penggunaan
rlokumen angkutan berpedoman pada ketentuan
;rcnatausalraan hasil hutan yang bti:rlaltu.,,

Bagian Kedua
Tata Cliara Pemungutan dan Frengangkutan Hasil

Hutan Bukan l(ayu

Pasal 13

(1) I']emungutiiln hasil hutan buki:rn l<ayu pada areal izin,
rlidasarkan atas jenis dan volume ryanlg ditetapkan serta diluar
jenis yang rJilindungi./

(2) l'lasil hutan bukan kayu yang sudiiah dipungut sebagaimana
<limaksud ;rada ayat (1), pemilik i:rin wajib mernbuat laporan
g>emungutain hasil hutan bukan kayu dengan mencantumkan
jenis, jumlilh dan volume sebagai dasar petugas kehutanan
)rang dituniuk untuk mengesahkan li;aporan pemungutan."

(3)t3erdasarkian laporan penebangarr siebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pejabat penagih Provirsi Sumber Daya Hutan
(PSDH) nrenerbitkan Surat Perintalr Pr:mbayaran (SPP) paling
lambat 2 (dua) hari setelah lapora,n penebangan/pemungutan
<literima./

(4) I)emeganEr izin wajib melaksanal<an pembayaran terhitung
graling lambat 6 (enam) hari ke{a setelah Surat Perintah
I)embayarian (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
<literbitkan pada Bank Persepsi. v

(5) I3ukti setor yang telah dilegalisir olerh Bank tempat pembayaran
r;ebagai bukti tanda lunas Provisi {liumlcer Daya Hutan (PSDH)
r;ebagai dasar penerbitan Faktur hngkutan Hasil Hutan Bukan
lGyu (FA-lr{HBK) oleh penerbit FA-HHlrK./



Pasal 14

(1) Dokumen pengangkutan hasil hutetn bukan kayu yang berasal
rJari hutan alam wajib menggunal<an Faktur Angkutan Hasil
l{utan Builian Kayu (FA-HHBK) yang berkualifikasi tenaga
'[eknis. 

"
(2) l']enggunaian dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), digunakan untuk pengangkutan HHBK ke tujuan
l)emasaran / penjualan. z

(3) -l-ata cara penggunaan dokumen FA-HHBK diatur sesuai
lietentuan yang ditetapkan.,t

BAB VII

KEWAJIBAN DAN L,ARANGAN

Pasal 15

(1) I'>emegang lzin Pemungutan Hasil lllutan Kayu dan atau Bukan
lGyu wajibr untuk: r

€1. Melakukan pencacahan/penandaan terhadap hasil hutan
yang akan ditebang/dipungut ; "

tr. Membuat dan menyampaikern laporan l<egiatan izin
pemungutan hasil hutan setiap bulan atau periodik sesuai
masa h:in kepada Pemberi lzin; t

(;. Melakukan pengamanan dan perlindungan pada areal izin
yang ditetapkan dari kerusakeun lirngkungan akibat illegal
logging, illegal mining dan perambahan hutan serta
kebakaran hutan; /

cl. Memba'yar Provisi Sumber Dayra Hutan (PSDH) untuk hasil
hutan fiayu dan bukan kayu sesiuai dengan ketentuan
perundnng-undangan yang berlaku ; z

o. Menanam kembali minimal 10 (Sepuluh) pohon untuk
setiap pohon yang ditebang derrigan jenis !8og ssm? , v

(2) Pemegang lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan
lGyu dilaretng untuk:"
€r. Menebang pohon atau memungut hasil hutan bukan kayu

diluar arcal izin yang ditetapkan ;"
tr. Menebang pohon melebihi targe,t tebangan dan jenis pohon

diluar dari izin yang ditetapkan ; "(;. Meneberng jenis pohon yang dilindungi sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku ;-

rl. Menebiang pohon pada radiuts y'ang ditetapkan dalam
ketentuian ;-

(). Menggurnakan alat beraUmekanik seperti tractor, bulldozer,
loader, skider, grader, wheel loader, excavator dan dump
truk besar; "

(3) Dalam hall pengangkutan hasil hrutan, dapat menggunakan
truck. "



BAB VIII

PELAPORAN, PENGENDALIANI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pemegang lzin Pemungutan Hasil l-lutan Kayu dan Bukan

lGyu 
- wajiu menyampaikan laporan bulanan Realisasi

l)emungutan Kayu dan Bukan Kayu, Lapoi"an Realisasi

l)engangkuttan Hasil !{utan Kal'u rjan/atau Bukan Kayu,

l-aporan l\tlutasi Hasil Hutan (LllilHH atau LMHHBK) dan
l-aporan R.ealisasi Penanaman sesuai format yang ditetapkan,
setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
l<epada Kepala Dinas Kehutanan dengan tembusan kepada
l3upati dan Kepala Dinas Kehutanern Provinsi Kalimantan
'fengah. 

"
(2) I(epala Dinas Kehutanan wajihr rnenyampaikan laporan' 

llulanan Daftar Laporan Pemunrgutan, Daftar Penerbitan
I)okumen,l\ngkutan Hasil Hutan (S;KSI(B) Gap'KAYU LOKAL'
r;esuai forrnat yang ditetapkan sei:iap bulannya paling lambat
tanggal 10r bulan berikutnya kepacla Bupati dengan tembusan
ftepada Kerpala Dinas Kehutanan f'rov'insi Kalimantan Tengah
rlan Balai Pemantauan Pemanfaati:tn l'lutan Produksi (BP2HP)

\Nilayah Xl,l Palangka RaYa.,

(3) l(epala Dinas Kehutanan seliaku pemberi izin wajib' ' 
rnelaksanerkan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan
y>engendalian kepada pemegang lzin sesuai dengan
\velvenang11]8. "

BAB IX

BERAKHIRNYII IZIIN

Pasal 17

lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hersil Hutan Bukan Kayu

Pada Hutan Produksi, berakhir bila : -

a. Masa berllakunya telah berakhir. -

b. Realisasi target terPenuhi."
c. Diserahkarn kembali kepada pe,mberi izin sebelum masa

berlakunya berakhir. -

d. Dicabut karena pemegang izin melanggar
peraturan Yang berlaku. "

ketentuan



BAB X

SANKSI

Pasal 18

Pemegang lzin yang tidak mematuhi dan rnelaksanakan ketentuan
sebriagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tlikenakan sanksi sesuai
keterntuan perundangan-undangan yang br:rlaku.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Perilturan Bupati ini berlaku sejak tanglgal diundangkan.

Agar setiap oriang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempaltannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kartingan.

Diteteirpkan di Kasongan
pada l,anggal,2O Januari 2011

BUt^lAr KATNGAN,
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pada tanggiarl, trq
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